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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah 

satu masalah dasar yang sedang terjadi saat ini. Birokrasi pemerintahan 

dipergunakan sebagai media politik penguasa sehingga masyarakat susah untuk 

menghargai serta mempercayai apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tuntutan 

masyarakat merupakan bentuk dari semangat reformasi birokrasi yang selalu 

disuarakam kepada aparatur pemerintah untuk bias menyelenggarakan tata 

pemerintahan yang baik (good governance) guna lancarnya pelaksanaan 

pemerintahan. Good governance bisa tercapai jika seluruh pihak yang terkait bisa 

bekerja sama, berkoordinasi, serta berkomunikasi dengan baik. Terlaksananya 

good governance adalah syarat utama agar terwujudnya aspirasi masyarakat 

dalam kehidupan bernegara. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan 

faktor utama untuk mewujudkan good governance dan menjadi tolak ukur 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat setiap tahunnya karena 

adanya penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini 

memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri keuangan 

desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari 

akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena 

merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai 

entitas yang mengelola keuangan desa. 

 Sulistiyani (dalam Subroto, 2009:29) mengemukakan akuntabilitas 

mengandung kewajiban untuk mengutarakan serta memberitahukan semua 

aktivitas terkhusus dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih 

tinggi. Akuntabilitas akan terselenggara jika seluruh phak berkepentingan 

diberikan akses, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban pengambil 

keputusan serta pelaksana baik di tingkat program, daerah, dan masyarakat.. 
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Akuntabilitas mengandung informasi segala program, aktivitas, maupun kegiatan 

serta kinerja keuangan kemudian disampaikan  kepada masyarakat secara 

keseluruhan.  

UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa asas-asas umum 

penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hokum, asas proporsionalis, asas 

profesionalitas, serta asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ialah asas yang 

mengharuskan setiap aktivitas serta hasil akhir dari kegiatan pelaksanaan negara 

harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas 

menuntut seluruh instansi pemerintah menyajikan laporan pertanggungjawaban 

baik secara horizontal ataupun vertical sehingga dapat menjamin kinerja aparatur 

pemerintahan. Kaho (dalam Subroto, 2009:31) menjelaskan bahwasannya 

pemerintah tidak akan bisa menyelenggarakan fungsinya secara efektif serta 

efisien jika tiada dana mencukupi agar mampu memberikan pelayanan 

sertapembangunan.  

 Ditingkat pemerintahan desa diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang 

Desa yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut pemda, pemkab 

kabupaten/kota memberikan wewenang otonomi kepada pemerintah desa untuk 

mengatur serta mengurus sendiri urusan desa. Pasal 71 ayat (1) UU No.6 Tahun 

2014 tentang Desa, disebutkan bahwa  

“Keuangan Desa merupakan keseluruhan hak serta kewajiban Desa yang 

bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang yang 

berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Keuangan ialah 

tolok ukur guna mengetahui dengan rill kemampuan daerah untuk megurus 

rumah tangganya sendiri” 
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Cara mengetahui apakah tujuan-tujuan tersebut telah dilaksanakan dengan 

baik dan sebaga bentuk akuntailitas memerlukan pernggunaan prinsip-prinsip. 

Akuntabiitas dalam pelaksanaan pengolaan keuangan. Akuntabilitas adalah wujud 

tanggung jawab individu atau unit organisasi atas pengolahan dan pengendalian 

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam 

rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh media akuntabilitas reguler, prinsi 

akuntabilitas masyarakat yaitu yaitu kemampuan untuk secara teratur menjawab 

setiap pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang dalam suatu unit 

organisasi menggunakan kekuasaannya, di mana sumber daya tersebut digunakan, 

dan hasil yang dicapai melalui penggunaan sumber daya tersebut serta 

konnsekuensi dari penggunaan sumber daya tersebut.   

 Salah satu wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintah desa terhadap „ 

masyarakat adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

APBDes merupakan sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan desa terhadap penggunaan 

wewenang yang diamankan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan 

yang telah disepakati bersama dalam proses percepatan pembangunan desa. 

 Keuangan desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) sehingga pemerintah desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Sumber 

pendapatan dalam keuangan desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya 

dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; alokasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); bagian dari hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari APBDP, hal ini 

diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Beragamnya sumber 

keuangan tersebut menuntut pemerintah desa melakukan kinerja dengan baik. 

 Menuntut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa Pasal 1 ayat (6) Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh 

aktivitas meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Selama ini pemerintahan kabupaten  
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 Desa Kota Agung merupakan salah satu dari 22 desa yang ada di 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Desa Kota Agung merupakan ibukota 

kecamatan di Kecamatan Kota Agung. Desa Kota Agung mempunyai luas 

wilayah 5,88 km
2
 dengan jumlah penduduk sebanyak 2023 jiwa. Setiap tahunnya 

keuangan desa Kota Agung selalu meningkat. Pada tahun anggaran 2018-2019 

terjadi peningkatan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) Kota Agung yaitu pada tahun anggaran 2018 pendapatan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebesar Rp. 

1.100.000.000,00 kemudian terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp. 1.160.000.000,00 

selanjutnya pada tahun anggaran 2019 pendapatan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebesar Rp. 1.280.000.000,00 kemudian 

terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) pada tahun 

anggaran 2019 menjadi Rp. 1.330.500.000,00. Berikut perbandingan kenaikan 

pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kota Agung tahun 

anggaran 2018-2019. 

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) Kota Agung dari Tahun Anggaran 2018-2019 

No Jenis Pendapatan 
Jumlah Anggaran 

2018 2019 

1 Pendapatan Asli Desa (PADes) 4.500.000,00 2.200.000,00 

2 Hasil Usaha Desa - - 

3 Swadaya, Partisipasi dan 

Gotong Royong 
3.000.000,00 1.500.000,00 

4 Dana Desa yang Bersumber 

dari APBN 
605.523.000,00 768.245.558,00 

5 Alokasi Dana Desa 153.420.000,00 327.250.045,00 

 Jumlah 766.443.000,00 1.099.195.605,00 

Sumber: Diadopsi oleh Penulis Berdasarkan APBDes Kota Agung Tahun 

Anggaran 2018 dan 2019 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui pada setiap tahunnya pendapatan Desa 

Kota Agung meningkat cuku signifikan meskipun pendapatan menurun tidak 

stabil pada sumber pendapatan tertentu. Oleh karena itu, aparatur desa makin 

didesak untuk melakukan kinerjaa terbaik terkhusus pada bidang pengelolaan 

keuangannya. 

Secara tidak langsung penyelenggaraan pembangunan desa bisa dikatakan 

tidak maksimal, pembangunan yang semestinya dapat bertahan lama serta 

dipelihara menggunakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu, minimnya 

pembangunan desa serta anggaran yang harusnya dipergunakan untuk 

pembangunan fisik tetapi hanya merenopasi bangunan lama pada tahun anggaran 

sebelumnya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa 

belum maksimal. 

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

pasal 38 menyatakan bahwasannya kepala desa harus melaporkan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa 

merupakan cara untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan desa, yaitu laporan 

keuangan dari APBDes. Meskipun pada laporan tertulis realisasi 100 persen 

pemerintah desa  tetap dituntut melakukan kinerja pengelolaan keuangan serta 

bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian 

mendalam tentang pengelolaan keuangan desa dikarenakan keuangan desa 

meningkat pada setiap tahunnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Desa Kota Agung demi kepentingan 

peningkatan pengelolaan keuangan Desa Kota Agung. Oleh sebab itu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa (studi di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Lahat)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan permasalahan panelitian ini, 

yaitu Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kota Agung 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Lahat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

     1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

akuntabilitaspengelolaan keuangan desa di Desa Kota Agung Kecamatan Kota 

Agung Kabupaten Lahat, serta guna ditemukannya cara untuk meningkatkan 

kinerja pengelolaan keuangan desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa akan menjadi lebih baik. 

    2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini ialah masukan kepada desa terkhusus Desa 

Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat tentang perlunya 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sebagai bahan pertimbangan untuk 

membuat program-program desa supaya penggunaan anggaran keuangan desa 

lebih efektif. 
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